BUPATIMINAHASATENGGARA
PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 2% TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TIPE B
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Tipe B Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4685);

3. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234},

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH TIPE B KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, inspektorat, dinas dan badan.

8. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.

9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Tenggara.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara.

11. Sekretariat Daerah Tipe B adalah Sekretariat Daerah Tipe B
kabupaten Minahasa Tenggara.

12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Minahasa Tenggara;
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13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan
fungsional  keahlian dan/atau jabatan fungsional
ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan
erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas
pemerintahan;

14. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas
disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya
melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun
fasilitatif.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
(1) Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf;
(2) Sekretariat Daerah Tipe B dipimpin oleh Sekretaris Daerah
dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3
Sekretariat Daerah Tipe B mempunyai tugas membantu Bupati
dalam penyusunan  kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
serta pelayanan administratif.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4
Sekretariat Daerah Tipe B dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan
fungsi:
pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi Daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

a0 op

@

Pasal 5
Sekretariat Daerah Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi
Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang sedang.

BABIII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6
Sekretariat Daerah Tipe B membawahkan :
(1) Asisten Pemerintahan dan  Kesejahteraan  Rakyat
membawahkan :
a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
membawahkan :
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1) Sub Bagian Tata Pemerintahan;

2) Sub Bagian Koordinasi Urusan Pemerintahan;

3) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

1) Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama;

2) Sub Bagian Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga;

3} Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

¢. Bagian Hukum membawahkan:

1) Sub Bagian Perundang-Undangan;

2) Sub Bagian Bantuan Hukum;

3) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
a. Bagian  Perekonomian dan  Sumberdaya = Alam
membawahkan :

1) Sub Bagian Perekonomian;

2) Sub Bagian Sumberdaya Alam;

3) Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan Badan
Umum Milik Daerah.

b. Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan :

1) Sub Bagian Bina Program;

2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;

3) Sub Bagian Infrastruktur.

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahkan:

1) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

2) Sub Bagian LPSE;

3} Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa.

(3) Asisten Administrasi Umum membawahkan :
a. Bagian Organisasi membawahkan:

1} Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan,;

2) Sub Bagian Kepegawaian,

3} Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pengembangan
Kinerja

b. Bagian Humas dan Protokol membawahkan :

1) Sub Bagian Humas;

2) Sub Bagian Protokol;

3} Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

c. Bagian Umum membawahkan :

1) Sub Bagian Rumah Tangga;

2) Sub Bagian Administrasi Keuangan;

3} Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 7
Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Tipe B
Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BABIV
URAIAN TUGAS
Sekretaris Daerah

Pasal 8
Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
a. penyusunan kebijakan, perencanaan dan monitoring
pelasanaan pemerintahan daerah;
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pelaksanaan dan pengoordinasian, pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD,
Inspektorat, Dinas dan Badan daerah;

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah;

melakukan pelayanan administratif dan pembinaan
aparatur sipil negara pada instansi daerah;

penyelenggaraan urusan administrasi umum dan pelaporan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 9
Asisten Pemerintahan dan  Kesejahteraan  Rakyat
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
pengoordinasian  perumusan, penyusunan Kkebijakan
programn dan petunjuk umum dibidang pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh pimpinan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai fungsi :
. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
pengoordinasian pelaksanaan tugas;
. penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan dan
otonomi daerah;
e. penyelenggaraan urusan di bidang kesejahteraan rakyat;
dan
f. penyelenggaraan urusan di bidang hukum.

aoop

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 10

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai
tugas menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, aparatur
pemerintahan dan otonomi daerah, koordinasi urusan
pemerintahan, kerja sama dan otonomi daerah serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
mempunyai fungsi :
a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan;
e. penyelenggaraan urusan koordinasi urusan

pemerintahan; dan
f. penyelenggaraan urusan kerja sama dan otonomi daerah

(3) Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas:

a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan dan pemecahannya
yang berkaitan dengan tugas pemerintahan umum,;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang
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pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan
dan pemindahan ibu kota;

c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
mengenai kode dan data wilayah administrasi
pemerintahan serta pertanahan;

d. Memfasilitasipembinaanpenetapankebijakandanpelaksan
aanserta monitoring danevaluasipenataandaerah;

e. Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi pemberian

nama-nama geogralfis, toponimi/ rupabumi dan
pertanahan,;
f. Menyiapkan bahan rapat FORKOPIMDA;

g. Menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah
administrasi pemerintahan;

h. Melaksanakan pemetaan batas wilayah  desa/
kelurahan/ dan kecamatan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Koordinasi urusan pemerintahan mempunyai

tugas:

a. Menyusun perencanaan dan pengoodinasian urusan
administrasi pemerintahan daerah;

b.Menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan
kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;

c. Fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah (PILKADA);

d. Menyusun perencanaan dan pengkoordinasian urusan
fasilitasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat;

e. Fasilitasi peresmian, pengangkatan dan pemberhentian
anggota anggota DPRD hasil pemilu;

f. Fasilitasi peresmian dan pengangkatan anggota DPRD
pergantian antar waktu (PAW);

g. Fasilitasi penerbitan izin luar negeri kepala daerah, DPRD
danASN;

h.Menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepala daerah;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah mempunyai

tugas:

a. Menyiapkan  bahan  koordinasi dan informasi
pelaksanaan inventarisasi dan analisis pembentukan
daerah otonom baru;

b. Melaksanakan bahan petunjuk petunjuk pelaksanaan
dibidang pemerintahan dan pengembangan otonomi
daerah;

c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. Menyiapkan bahan evaluasi monitoring pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan,
Desa/Kelurahan;

e. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan peringatan hari jadi kabupaten;

f. Mengkoordinasi lingkup hubungan antar lembaga yang
meliputi fasilitasi pengembangan hubungan kerjasama
antar daerah, fasilitasi kerjasama daerah dengan instansi
pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri;

g. monitoring, evaluasi terhadap kerjasama antar daerah,
pihak ketiga dan lembaga pemerintah serta swasta;

h. memfasilitasi pembentukan tim koordinasi kerjasama
daerah (KKSD) Kabupaten;
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i. memfasilitasi bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah
kepada kecamatan dan kelurahan;

j- mengumpulkan dan mengolah data kewenangan yang
akan dilimpahkan kekecamatan dan kelurahan;

k. mengkoordinasi penyusunan laporan dan pengolahan
data base laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan laporan penyelenggaraan otonomi daerah;

g melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

Bagian  Kesejahteraan Rakyat —mempunyai  tugas
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas kerukunan umat beragama, kepemudaan, olahraga,
pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
keluarga berencana, kebudayaan, sosial, kesehatan,
pengendalian penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan
urusan kesejahteraan rakyat

b. pengoordinasian pelaksanaan kesejahteraan rakyat;

c. penyelenggaraan urusan kerukunan umat beragama;

d. penyelenggaraan  urusan  pendidikan, pariwisata,
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;

e. penyelenggaraan urusan kesehatan, sosial,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk, keluarga berencana; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian kerukunan umat beragama mempunyai tugas :

a. menyusun  perencanaan, mengoordinasikan dan
menyiapkan data urusan pemeliharaan kerukunan umat
beragama;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang
berhubungan dengan bidang pemeliharaan kerukunan
umat beragama;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di
bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama;

d. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di
bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama;

e. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di
bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

f. menyusun perencanaan, mengoordinasikan, menyiapkan
data urusan pemberdayaan forum kerukunan umat
beragama dan pendirian rumah ibadabh;

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang
berhubungan dengan bidang pemberdayaan forum
kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah;

h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di
bidang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama
dan pendirian rumah ibadah;

i. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di
bidang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama
dan pendirian rumah ibadah;
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j. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di
bidang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama
dan pendirian rumah ibadah; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sub Bagian Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan,

(5)

Kepemudaan dan Olahraga, mempunyai tugas:

a. menyusun  perencanaan  Pendidikan, Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;

a. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan, Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;

b. menyiapkan data di bidang Pendidikan, Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan

Olahraga;
d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di
bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga;

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di
bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga;

f. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di
bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga; dan

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan Kesehatan, Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. mengoordinasikan  pelaksanaan Kesehatan, Sosial,
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. menyiapkan data di bidang Kesehatan, Sosial,
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di
bidang Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

f. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di
bidang Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

g. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di
bidang Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Paragraf 3
Bagian Hukum

Pasal 12

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan
perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan
penyuluhan hukum serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh pimpinan;

Untuk melaksanakan tugas sebagajmana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi:

(2)

mo A0 o

g.
h.

. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;

pengoordinasian pelaksanaan tugas;

. penyelenggaraan urusan perundang-undangan;

penyelenggaraan urusan bantuan hukum;
penyelenggaraan urusan dokumentasi dan penyuluhan
hukum;

pelaksanaan penyusunan produk hukum kabupaten
yang bersifat pengaturan (regeling), dan

pelaksanaan penyusunan produk hukum kabupaten
yang bersifat penetapan (beschikking).

(3) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas:

(4)

a.

b.

C.

c.

f.

menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk
hukum provinsi yang bersifat pengaturan (regeling};
menyiapkan pembahasan rancangan produk hukum
provinsi yang bersifat pengaturan (regeling};

menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan program
pembentukan peraturan daerah, peraturan kepala
daerah, keputusan kepala daerah dan naskah hukum
lainnya;

. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan penyelarasan

rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah,
keputusan kepala daerah dan naskah hukum lainnya;
menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik
di daerah maupun di tingkat pusat; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun perencanaan dan mengoordinasikan urusan
bantuan hukum;
menyiapkan bahan  konsultasi dengan instansi
pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan
sengketa hukum;

. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di

dalam maupun pengadilan sebagai akibat pelaksanaan
peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

. menyiapkan bahan penyelesaian bantuan kepada semua

unsur di lingkungan pemerintah kabupaten dalam
hubungan kedinasan;

. menyiapkan bahan perlindungan hukum kepada semua

unsur di lingkungan pemerintah kabupaten dalam
hubungan kedinasan;

menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di
luar pengadilan sebagai akibat pelaksanaan peraturan
daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

. menyiapkan bahan perumusan program di bidang

pemajuan hak asasi manusia; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



i

g°

LIGJIR2ULGR U 1305 1 ASUR MPUIpyy ojel Luubmyy
bBouImu Ty UK 9921 IDY1219) JYU

cmenoabeag pypor bowranesu broBlews g piggud

QeCLETY G 1T DoLwrnn 91 Dewtugqeus muscsuiigy i
irror. bonghiqiany zepoBerl gpaps: bejokrsuggn boourman
WeTIghRrus [ ougs DEBAGIeaIgl “CUAGEY PG | 1IK (i
PAPIIURTL voqrigaay:

FO3ertL g pukpnuBen Lot ggpnbiarcs  qopan
WCWLIHiPgn PUpYL DoLGriuBen urn ehyqy ectugs
HApmaEa:) Regissyy:

nuzein G UBenIBsL betnelnnay  gypnhgier gy

Cweungbpay popIn bouzejcasign §oUIIYL ODSGY 2003019

RXPIMEVEFH

DorLofnrey | S8 sy hen 0D belrigeig BB

TopEur gt beuBsaupen e wapgs bejoRaspya
i e H H -3

TUIGHAIUDTIY 063D DGUAGGEMLGL BCUBKGLS WATRIILI PU2 ()

261:R[CGIy iy un
bouserty P qoir Dirss. I MO WSLUPIEIL (GRS
e hublany Lot RoURfrTer (EESH Lt
PYUIISL T fertionl
LICLI 1207 1 DOLGHGTISSY (patd LHusUR0OLQITISZIKESD  fLrfeyl

{4} eap Ruiaw Zoutgy HrigKmy ssuabiaui g iagae

r

4

p.
(4'

(3) =

3

o,
P
o

e

WICHKRFUYKYII (R I, <Ug gIpeLikais ol biisbiugye
a1 geerup b gf rulKsr brigs o

Lrgenigbier o pglion wngenpae; gouiyl (el pin) pPalje

pebrneun rohbyly gaelys gau usepap 2o P
LYMCYNE g o Gl Ques 911 beastorgls gobsta quansr

Twelarel iy pugsens gpee rgaqeuzn et gy bouneuigasn

JSIUY

gereltt el ~ul eDur quinLull (I Gty IsSIRIIL
bowpainrysi: betgimrany quersn, Loasiris s gebsyd
WOUAISDLCL  pupstl o elyoe [EosoEss buediii
broecaizer - uil g bondgp oo e )

e ish s henprsuzg gucaRiar DLOGAR  PrKiy
LRl bLoaurer AanR potas besd yrnsy h.eQemity
Soumgbpen boian behriennes weucsBuiy brogrip
I BUCIE RELTINGLB-ALOGINBOL reGisbiny o frigee:

LyuR porense botoghay (peadisty U

DojgragbysY  bourrerigan bLoqiig urIy pprbuien
e pereyar bouBepaiiag folostl) Ju

CLGprcedieen DELAenngn bLoGnk prrrnyg Repabages

Py
DL B BRGLEISL (LAY L CORGWGDESRT GO LEAST G )

- DL GRS EERYLGTI ALA2YL 0w OIS 170 KD
“bheu . cURGeL I L 0 DO L UG Y UE-rTQY ua s nst

Lennlooneitrers, Hejgeesnes o 1 lue:
bopZreniuonr . cony gor bejabolgn | aRyren
BeupaLTng beronss squnneetoz) qinsBrnurs ohy

SO ) YR b irin Y wieThrirdss e,

VDU U e LD LIRS 2 e DeRGTINCU L egRen byga
CipeLipsn oo brorbsoar
DEUASny P AT USRS RGO L G SEYE i Sgus

be
{1) Bf

LPTUCEI-rOG T VYl AW GORMULIER] gyl
SBIGL - i gt nt gz iy beirnngres

[SSC R

RBYAHL ik LU
b uELeT] 3



()

(1)

(2)

(1)

(2)

10

Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan urusan dokumentasi dan
penyuluhan hukum;

b. mengoordinasikan urusan dokumentasi dan penyuluhan
hukum;

c. melaksanakan inventarisasi dan penggandaan produk
hukum;

d. melaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan produk-
produk hukum,;

e. melaksanaan koordinasi pembinaan dan petunjuk teknis
pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan

f. menyiapkan bahan penyuluhan dan koordinasi
pembinaan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait untuk pelaksanaan penyuluhan hukum;

h. menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi produk
hukum dan peraturan perundang-undangan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 13
Asisten Perckonomian dan Pembangunan mempunyai
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
pengkoordinasian perumusan, penyusunan Kkebijakan
program dan petunjuk umum di bidang administrasi
perekonomian dan sumberdaya alam, administrasi
pembangunan, dan pengadaan barang/jasa serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan
mempunyai fungsi :
a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas;
d. penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan
sumber daya alam;
e. penyelenggaraan urusan di bidang pembangunan; dan
f. penyelenggaraan urusan di bidang pengadaan barang
danjasa.

Paragraf 4

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 14

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai
tugas menyiapkan data dan kajian perekonomian,
sumberdaya alam, badan umum milik daerah, serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan dibidang perekonomian dan

sumber daya alam;
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. pengoordinasian urusan perekonomian dan sumber daya

alam;

. penyelenggaraan urusan analisis makro ekonomi dan

sarana perekonomian;

. penyelenggaraan urusan perindustrian, perdagangan,

koperasi, usaha kecil dan menengah;

. administrasi pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan,

kehutanan dan lingkungan hidup, energi dan sumber
daya mineral; dan

penyelenggaraan urusan penanaman modal dan badan
usaha milik daerah.

(3) Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan analisis makro ekonomi dan

(4)

g

sarana perekonomian, Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;

. mengoordinasikan urusan analisis makro ekonomi dan

sarana perekonomian, Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengabh;

. menyiapkan analisis data dan bahan di bidang analisis

makro ekonomi dan sarana perekonomian, Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah;

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

analisis makro ekonomi dan sarana perekonomian,
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil
dan Menengabh,;

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan

di bidang analisis makro ekonomi dan sarana
perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Dan Usaha Kecil dan Menengabh;

menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang
analisis makro ekonomi dan sarana perekonomian,
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil
danMenengah;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
a. menyusun perencanaan urusan pertanian, pangan,

kelautan dan perikanan, kehutanan dan lingkungan
hidup, energi dan sumberdaya mineral;

. mengoordinasikan urusan pertanian, pangan, kelautan

dan perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup, energi
dan sumberdaya mineral;

. menyiapkan analisis data dan bahan di bidang pertanian,

Pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan
dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan

di bidang pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan,
kehutanan dan lingkungan hidup, energi dan sumber
daya mineral;

menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang
pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan
dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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(5) Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan Badan

(1)

(2)

(3)

Umum Milik Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan urusan penanaman modal dan
badan umum milik daerah;

b. mengoordinasikan urusan penanaman modal dan badan
umum milik daerah;

c. menyiapkan analisis data dan bahan di bidang
koordinasi penanaman modal dan badan umum milik
daerah;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
penanaman modal dan badan umum milik daerah;

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
di bidang penanaman modal dan badan umum milik
daerah;

f. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang
penanaman modal dan badan umum milik daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf S5

Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 15

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

melaksanakan bina program, monitoring dan evaluasi

pembangunan dan infrastruktur serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh pimpinan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai

fungsi:

a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;

c. pengoordinasian urusan dibidang administrasi
pembangunan;

d. penyelenggaraan urusan bina program,

€. penyelenggaraan urusan monitoring dan evaluasi
pembangunan;

f. penyelenggaraan urusan infrastruktur; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang dlberlkan oleh pimpinan.

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan dan pengendalian program;

b. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan
pengendalian program;

¢. menyiapkan bahan wusulan program dan Kkegiatan
pembangunan untuk penyusunan perencanaan dan
pengendalian program,;

d. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan
perencanaan dan pengendalian program,;

e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan
APBD dan standart satuan harga regional untuk
pembangunan; dan

f. menyusunan jadwal kegiatan pengendalian/pelaporan
pelaksanaan  pengembangan  kebijakan  program
pembangunan;

. menyusun rencana strategis sekretariat daerah;

. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun laporan

pelaksanaan  pengembangan  kebijakan  program

pm gl o)
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pembangunan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
mempunyai tugas :

a. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan
evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan bahan
untuk penyempurnaan penyusunan kebijakan standart
pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. menyiapkan bahan pengembangan system pengendalian
dan pelaporan pembangunan sumber dana anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

d. menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan
bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

e. menyiapkan bahan analisa dan pengkajian permasalahan
tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber
dana anggaran pendapatan dan belanja daerah;

f. menyiapkan bahan penyusunan dan membuat laporan
hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;

g menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil
pelaksanaan pembangunan dari sumber dana anggaran
pendapatan dan belanja daerah maupun anggaran
pendapatan dan belanja negara,;

h. menyiapkan  bahan  koordinasi dalam  rangka
pelaksanaan pemberian bantuan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(5) Sub Bagian Infastruktur mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pelaksanaan urusan infastruktur yang
~meliputipekerjaan. umum dan  penataan  ruang,
perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan,
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
infastruktur yang meliputi pekerjaan umum dan

- penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman,
@J perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian;
c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan
program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di
bidang infastruktur yang meliputi pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman,
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
bidang infastruktur yang meliputi pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman,
perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian,
€. menyusun perencanaan pengadaan bangunan gedung,
jaringan, taman, rumah jabatan, rumah dinas, mess,
asrama, dan wisma serta fasilitas lainnya pada lahan
milik pemerintah kabupaten minahasa tenggara yang
tidak dikelola oleh SKPD lain;




&

arb ranugisdiara
sy rledo asXerediV v s aie 2o ped sasesslom

K

osaugondmod popierd s gosociuolt e d do2 (B

NS ARSI s s &

neatriy  oeesnsarnbog assdiesnid - oprean ash e com
wirosb sirslad nsb astnosboog asaserce? sl
asrled asdipsgnom rsh rseiale g nmidesd asigLivaga
hsbanie asdsiidey fsepewe i ey nsg o
snsh mdeaie nsmoynsdmog noesemedslag wsilsbrasenag
sl 1 (oslod osh nrisgelnoq asinggns

isilsbragnag mreye asynsdaes, o asoad rsloniaen |

rnsLegnne  snsb todmuz  nerimnisasy astoysia  nsh
Lok siesiod nsh aslsgeinag

osdigyoan asb  neslolagang rsrsd  esdgsinenm .

nsb iesulsvy  swusiasnsg  mesas2dslon sieb\aedsd
csrish  xlmise neneansdaiog assnsadsbe  assoaidinog
esrsh spms A4 sh asine inog astensng

nasdsinisnrrsy nsfieleaog ash sailesos nsrled sssios iy .

odreige noneygasdosg ansioedslog tagdenambes direy
it onh spaslod asl ow seabrog aeisggis sash

RN

~

13}

d

perroqest R asle gerg oL sron nesdsd nsdgsivieor
rrsogynsdmog s edslon eaiisys Iz

liegd  lesmotal\sisl.  nnilsyrog  ossd L owive wn 2
ngsaos sosh cdem e b nseomrsdmng aoo wedslog
ISL  auguiare dsrach mgsiod osb o asiegusboog
asravar ciasiod nab e tsgeabr g

£908T titslgsh 126t 100 el sl ngxqgsive. o
asb ;nsuinsd nsivodaina nssasedolg

asaigroig o snditedib arsy maie apgul asrsasen ot

D esaut igzo o wblunegint neiznd doz

gasy uedrseslnt asarus wunsesslacy arsliesnibicogaorn ¢
OB rLaInaeg b munny Gaeilagiiuqgilon
deainrdurcg ossnabismeng  cweswrsel oob o psdrcnirio
isthbris oq b Adieitsie oilisirroint osh t2sdic o

onsbid b asdslicor! fusennu g sy sbarag osEfGedsiog
euiy  omumng aweresdeq indgilam pus L oDt
Jngishaarag cseswsy asb nerlirmio YBUT (18RIBMYG
tsh diciteds sdisnrtolni asb e dicinigod asgoeehisda
crsibasetaa

fsnes g awel pssaideaog lesnibroct resegadslug o

ih anoenedsiea atmeley Gsinaog sres st migerq
fh rsmy 4Be{1929q et g undonmesing wniesd
CSwsrblunriog tnesws o nsh sl simirog BT THsEL G
sesh 2lisgiime eAddsooctnr anbh lesstinuiesl assgnndoeg
Jeihiseng

el asb o esndpve ROOHTONT fIBCHES 2.0
ibh nerparsdreg asb  norlslainsme]  nssTsERest oG
ash ooy assieieyg edl ot prey wedusesiai gasbid
SIULITEALITT 0 nmeswea (s Gy lernredg JRIRLET (RGIHCTN]
nsh Aieiste ooinsunoled asb eaxliruiaoqd nsgiaduriog
FelNEalelEL Y LT

Lriobog gsnugnod asshsgrne oo fIsdr191oq 0L ol
2eort eoaib dsrmusr asinds, ducregt  nsous) as3onsi
rinrdgl shese; wznaisl asitliat wivor seeter ash  nnigriass
artsy sl sescdesainr ooasgodesel srd e Jiilier
sl QAR feler solasiig 2habi

b




(1)

(2)

(3)

14

f. melaksanakan pengadaan bangunan gedung, jaringan,
taman, rumah jabatan, rumah dinas, mess, asrama, dan
wisma serta fasilitas lainnya pada lahan milik
pemerintah kabupaten minahasa tenggara yang tidak
dikelola oleh SKPD lain;

g menyusun tata cara penggunaan dan pemanfaatan
bangunan gedung, jaringan, taman, rumah jabatan,
rumah dinas, mess, asrama, dan wisma serta fasilitas
lainnya;

h. melaksanakan pendataan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pengadaan bangunan gedung, jaringan,
taman, rumah jabatan, rumah dinas, mess, asrama, dan
wisma serta fasilitas lainnya pada lahan milik
pemerintah kabupaten minahasa tenggara yang tidak
dikelola oleh SKPD lain;

i. menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan
rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung,
jaringan, taman, rumah jabatan, rumah dinas, mess,
asrama, dan wisma serta fasilitas lainnya yang tidak
dikelola oleh SKPD lain;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Paragraf6
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 16

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas

melaksanakan pengadaan barang dan jasa, layanan

pengadaan secara elektronik, pembinaan barang dan jasa
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan,;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai

fungsi:

a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;

c¢. pengoordinasian pelaksanaan tugas;

d. penyelenggaraan urusan unit layanan pengadaan;

e. penyelenggaraan urusan layanan pengadaan secara
elektronik; dan

f. penyelenggaraan urusan pembinaan barang dan jasa.

Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan unit layanan pengadaan;

b. mengoordinasikan urusan unit layanan pengadaan;

c. melaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
unit layanan pengadaan barang dan jasa;

d. melaksanaan koordinasi dan penyusunan program
kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan
pembangunan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan dan
unit layanan pengadaan;

e. melaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi
kebijakan pembangunan unit layanan pengadaan;

f. melaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi
unit layanan pengadaan;

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik

mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan layaanan secara elektronik;

b. mengoordinasikan urusan layanan secara elektronik;

c. melakukan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara
elektronik;

d. memberikan layanan informasi kepada pengguna sistem
pengadaan secara elektronik;

e. memfasilitasi pengisian rencana umum pengadaan skpd;

f. menyiapkan perangkat teknis sistem layanan pengadaan
secara elektronik;

g. memfasilitasi pengguna sistem pengadaan secara
elektronik;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa mempunyai

tugas:

a. melaksanakan perencanaan urusan pembinaan dan
barang dan jasa;

b. mengoordinasikan urusan pembinaan dan barangjasa;

c. melaksanakan pembinaan pengadaan barang dan jasa;

d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber
daya manusia pengadaan barang dan jasa;

e. melaksanakan Koordinasi perencanaan pengadaan
barang dan jasa;

f. melaksanakan supervisi penggunaan sistem pengadaan
secara elektronik;

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum

Pasal 17

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian perumusan,
penyusunan kebijakan program dan petunjuk umum di
bidang organisasi, humas dan protokol dan umum serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:
a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan,;
¢. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
d. penyelenggaraan urusan di bidang organisasi;
e. penyelenggaraan urusan di bidang humas dan protokol;

dan
f. penyelenggaraan urusan di bidang umum.

Paragraf 7
Bagian Organisasi

Pasal 18
Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan
kelembagaan, analisis jabatan, pengembangan kinerja, dan
ketatalaksanaan serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh pimpinan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan,

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas;

d. penyelenggaraan urusan kelembagaan dan analisis
jabatan;

e. penyelenggaraan urusan kepegawaian; dan

f. penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan dan
pengembangan kinerja.

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai

tugas:

a. menyiapkan bahan analisis data di bidang kelembagaan

dan analisis jabatan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berdasarkan
hasil evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
di bidang kelembagaan dan analisis jabatan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kelembagaan dan
analisis jabatan;

e. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan;

f. menyiapkan bahan evaluasi data kelembagaan dan
analisis jabatan;

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
formasi jabatan berdasarkan hasil analisis beban kerja;

h. menyiapkan program penyusunan formasi pegawai dan
peta jabatan;

i. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis
beban kerja dan peta jabatan;

j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan program pengelolaan
administrasi kepegawaian meliputi usulan kebutuhan
diklat struktural/fungsional, usulan jabatan, kenaikan
pangkat, pensiun dan penataankebutuhan pegawai;

b. menyiapkan penetapan keputusan kenaikan gaj berkala
danpemindahan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah;

c. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan disiplin
pegawai;

d. menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan
kesejahteraan pegawai;

e. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi
manajemen Kepegawaian dan tata naskah pegawai
perorangan;

f. menyiapkan bahan penetapan kartu-kartu kepegawaian,

g menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Sekretaris
Daerah, Asisten dan Staf Ahli;

h. menyiapkan daftar pemberian tambahan penghasilan
ASN

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian.

(5) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja

mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan analisis data di bidang
ketatalaksanaan meliputi pelayanan publik ;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
ketatalaksanaan meliputi pelayanan publik;
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c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
standar pelayanan internal dan pelayanan publik;

d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di
bidang ketatalaksanaan meliputi pelayanan publik,;

e. menyiapkan bahan penyusunan dan pedoman pemberian
tambahan penghasilan ASN;

f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata naskah
dinas, pakaian dinas, dan standarisasi sarana dan
prasarana dinas;

g menyusun perencanaan pengembangan kinerja yang
meliputi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja;

h. mengoordinasian urusan pengembangan kinerja yang

meliputi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja;

menyiapkan bahan analisis data dan bahan di bidang
pengembangan kinerja yang meliputi reformasi birokrasi,
akuntabilitas kinerja;

j. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di
bidang pengembangan kinerja yang meliputi reformasi
birokrasi, akuntabilitas kinerja;

k. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang
pengembangan kinerja yang meliputi reformasi birokrasi,
akuntabilitas kinerja;

1. menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan
dibidang pengembangan kinerja yang meliputi reformasi
birokrasi, akuntabilitas kinerja;

m.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Bupati;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

e
.

Paragraf 8
Bagian Humas dan Protokol

Pasal 19

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas

melaksanakan protokol, pengendalian kerjasama, publikasi,

pengumpulan dan penyaringan informasi, tata usaha
pimpnan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh pimpinan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi:

. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;

. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;

pengoordinasian pelaksanaan tugas;

. penyelenggaraan urusan humas;

penyelenggaraan urusan protokol; dan

penyelenggaraan urusan tata usaha pimpinan;

pelaksanaan juru bicara bupati dan pemerintah

kabupaten.

Sub Bagian Humas mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan dan mengoordinasikan urusan
media, dokumentasi, informasi ekonomi, pembangunan
dan kesejahteraan rakyat;

b. menyiapkan bahan penyajian informasi melalui media
massa;

c. menyiapkan bahan pelayanan informasi kepada
masyrakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah;

e o0 o
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d. menyiapkan bahan kerjasama dengan pengelola media
massa;

e. menyiapkan bahan pemberian ucapan selamat dan duka
cita Bupati kepada pihak-pihak yang dipandang perly;
dan;

f. menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dan
Pemerintah Kabupaten dalam bentuk foto maupun audio
visual;

g menyiapkan dan menyebarluaskan dokumentasi foto
untuk bahan pemberitaan;

h. menyiapkan, menyimpan, dan memelihara peralatan dan
hasil dokumentasi;

i. menyiapkan bahan kliping pernberitaan di surat
kabar/majalah mengenai umpan balik masyarakat
terhadap kebijakan pimpinan di bidang pemerintahan
dan umum, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan
rakyat sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk
menentukan kebijakan selanjutnya;

j. menyiapkan bahan konfirrnasi tentang berita atau
isu yang beredar di masyarakat guna bahan
tanggapan yang menyangkut bidang pemerintahan dan
umum, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan
rakyat; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

(4) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :

a. menyusun, merencanakan dan mengoordinasikan
urusan protokol meliputi acara, tamu dan undangan;

b. menyiapkan bahan keperluan yang berkaitan dengan
perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara,
mengatur ruang dan tata tempat pelaksanaan rapat
dinas serta resepsi pimpinan;

c. menyiapkan bahan koordinasi persiapan dan gladi
lapangan dalam acara kenegaraan/acara resmi;

d. menyiapkan bahan laporan pimpinan serta buku
panduan acara upacara baik secara kenegaraan maupun
resmi;

e. menyiapkan koordinasi gladi lapangan, dan mengatur
tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan
dalam acara resmi dan acara kenegaraan;

f. menyiapkan  koordinasi para ajudan  pimpinan
pemerintah kabupaten;

g. mendokumentasikan acara kegiatan pimpinan
pemerintah kabupaten,;

h. menyiapkan tanda kenang-kenangan (souvenin; dan

i. menyiapkan bahan koordinasi persiapan penerimaan,
akomodasi dan transportasi kunjungan bagi tamu VIP,
WIP dan tamu lainnya;

j. menyiapkan bahan rencana agenda kunjungan tamu
dan perjalanan dinas pimpinan;

k. menyiapkan bahan pelaporan kegiatan tamu VIP, WIP
dan tamu lainnya;

l. menyiapkan dan memproses undangan Kegiatan
Bupati, Sekretaris Daerah, tamu negara/resmi dan
pejabat negara/pemerintah lainnya;

m.melakukan koordinasi dengan staf pimpinan dan SKPD
terkait mengenai rencana kegiatan;

n. mendistribusikan, dan memonitor pengiriman undangan
dan kehadiran pejabat yang diundang;
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o. menghimpun dan memelihara data nama dan alamat
para pejabat dan para tokoh masyarakat yang dipandang

erlu;

p- Ir)nenyiapkan undangan upacara rutin, senam, dan
apel pengarahan di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan urusan administrasi pimpinan;

b. menyelenggarakan administrasi dan mengoordinasikan
pelaksanaan tugas pimpinan;

c. melaksanakan administrasi ketatausahaan sekretariat
daerah;

d. melaksanakan perencanaan, administrasi perjalanan
dinas secretariat daerah;

e. mengolah administrasi surat menyurat, pengetikan,
penggandaan, pendistribusian, pengarsipan dan
dokumentasi sekretariat daerah,;

f. menyiapkan dukungan kebutuhan pelayanan umum
administrasi pimpinan di kantor bupati,

g. mengoordinasikan ketersediaan bahan, data, informasi
serta menyediakan tim penyusun naskah
sambutan/materi pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah);

h. menyusun bersama-sama tim kajian strategi daerah
untuk materi dan sambutan pimpinan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf9
Bagian Umum

Pasal 20
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
rumah tangga, administrasi keuangan dan perlengkapan,
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas;
d. penyelenggaraan urusan rumah tangga;
e. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan; dan
f. penyelenggaraan urusan perlengkapan;

(3) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan dan mengoordinasikan urusan
rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan kedinasan
Sekretariat Daerah ;

b. Melaksanakan pelayanan kebutuhan rumah tangga dan
kegiatan kedinasan di rumah jabatan Bupati, Wakil
Bupati dan Sekretariat Daerah;

c. Mengkoordinasikan  pemeliharaan  kebersihan dan
penataan halaman rumah jabatan, kebersihan dan
penataan halaman kantor dan ketersediaan kebutuhan
kendaraan dinas pimpinan;

d. Mengatur pengamanan rumah jabatan;
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e. melaksanakan pelayanan kegiatan kedinasan Sekretaris
Daerah dan para Asisten Sekretaris Daerah;

f. mengatur pengamanan ruang kerja sekretaris daerah dan
para asisten sekretaris daerah;

g. mengkoordinasikan ketersediaan kebutuhan kendaraan
dinas pimpinan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sub Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan data dalam rangka penyusunan
Rancana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah;

b. menyusun rancangan anggaran kas dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat daerah;

c. melaksanakan administrasi dan register penerbitan Surat
Penyediaan Dana (SPD);

d. menerima, mencatat dan mengevaluasi
pendapatan/pengeluaran per kegiatan;

e. melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan
keuangan;

f. menyusun laporan semester pertama dan prognosis 6
(enam) bulan berikutnya;

g. menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan
realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas
laporan keuangan atas pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah;

h. mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan Sekretariat

Daerah;

i. menyusun perencanaan dan mengoordinasikan urusan
pencatatan;

j- melakukan pembuatan administrasi/daftar pembayaran
gaj

k. menyiapkan administrasi keuangan perjalanan dinas
Bupati, wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan para Asisten
Sekretaris Daerah serta Pejabat lainnya;

1. menerbitkan dan membuat register Surat Perintah
Membayar (SPM);

m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

(5) Bagian Perlengkapan mempunyai tugas:

a. mengumpulkan bahan dalam rangka penyeragaman
sistem penatausahaan, inventarisasi, dan laporan
akuntansi barang pada bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah;
b. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dan
petunjuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan,

perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, dan
akuntansi barang pada bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah;

c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan,
penatausahaan, inventarisasi, dan akuntansi barang
pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;

d. mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan
menyusun perencanaan kebutuhan barang, kebutuhan
pemeliharaan dan penghapusan barang pada bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah;

e. mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan
menyusun Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan
Barang, Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Laporan
hasil Pemeliharaan Barang Sekretariat Daerah;
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f. menyiapkan data aset dalam rangka menyusun neraca
Sekretariat Daerah;

g. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan
pendistribusian barang daerah hasil pengadaan di
lingkungan Sekretariat Daerah;

h. mengumpulkan, menganalisis dan mencatat serta
mensistematisasikan administrasi penerimaan,
penyimpanan dan pendistribusian barang daerah;

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerimaan,
penyimpanan dan pendistribusian barang, serta
menyusun Laporan Persediaan Barang Sekretariat
Daerah;

j- mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dan
petunjuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
pengamanan dan pemeliharaan barang daerah

k. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang
daerah kelengkapan penunjang di lingkungan Sekretariat
Daerah;

l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengamanan
dan pemeliharaan barang daerah, serta menyusun
laporan pengamanan dan pemeliharaan barang
Sekretariat Daerah;

m.menyiapkan bahan proses administrasi rencana
penggunaan dan pemanfaatan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 21

Bagian dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.

(1)

()

(1)
(2)

BABIV
STAF AHLI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 22
Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab
kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah;
Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Kedua
Jumlah dan Pembidangan

Pasal 23
Jumlah Staf Ahli Bupati Minahasa Tenggara terdiri dari 3
(tiga) orang;
Pembidangan dan nomenklatur jabatan staf ahli terdiri
dari:

‘a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
dan

'c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

©)
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Bagian Ketiga
Uraian Tugas

Pasal24
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
pemerintahan, hukum dan politik;
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
pembangunan, ekonomi dan keuangan;
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

BABV
TATA KERJA

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
masing-masing;
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan;
Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya,;
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya;
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja; dan
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal26

1) Sekretaris Daerah  merupakan jabatan eselon Ila atau
jabatan pimpinan tinggi pratama;
2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati merupakan
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jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon Illa atau
jabatan administrator;

4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon [Va atau
jabatan pengawas;

Pasal 27

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan
jabatan fungsional.

BABVII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

(1) Di lingkungan Sekretariat Daerah dapat ditetapkan Jabatan
Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang
dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlakuy;

(2) Kelompok  jabatan  fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan;

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

(4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk;

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja; dan

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BABVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan
Fungsi Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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BABIX

KETENTUANPENUTUP
Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal ~ rovewiesc 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

%___W :

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal % HNalwlc 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MINAHASATHANGGARA,

/‘

FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 9%
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